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BAB I

PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Penelitian

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk melaksanakan pembangunan dan menjalankan roda pemerintahan di Indonesia tentunya dibutuhkan dana yang sangat besar, dana tersebut berasal dari dalam negeri dan luar negeri. Salah satu penerimaan dalam negeri yang berasal dari non migas adalah pajak. Dengan jumlah penduduk Indonesia yang berjumlah lebih dari 220 juta jiwa, maka tidaklah heran penerimaan negara dari sektor perpajakan sangatlah diandalkan.

           Penerimaan negara dari sektor pajak ini memang sangatlah tinggi,namun harus terus ditingkatkan seiring dengan meningkatnya kebutuhan pendanaan negara. Dalam usaha peningkatan penerimaan disektor pajak, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perpajakan terus melaksanakan terobosan guna mengoptimalkan penerimaan di sektor ini, melalui kebijakan kebijakan yang dikeluarkan.

          Salah satu langkah yang diambil oleh Direktorat Jenderal Perpajakan ialah melakukan reformasi dibidang perpajakan. Dan termasuk perubahan dari Official Assestment System menjadi Self Assestment System di dalamnya. Dalam Self Assestment System Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, melapor, dan membayar sendiri pajak terutangnya. Sehingga melalui sistem administrasi perpajakan ini diharapkan dapat dilaksanakan dengan rapi terkendali, sederhana dan mudah dipahami oleh anggota masyarakat. Sistem ini menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk menjalankan kewajiban-kewajiban perpajakannya. Hal tersebut tentu meletakkan tanggung jawab yang lebih besar kepada Wajib Pajak untuk melaksanakan kepercayaan tersebut dengan sebaik-baiknya. Oleh sebab itu, pemerintah terus memberikan pengertian kepada rakyat bahwa betapa pentingnya kesadaran, pemahaman, dan penghayatan mengenai pajak bagi kelangsungan pembangunan nasional dan pembiayaan Negara. Selain itu, pemerintah mewajibkan masyarakat untuk berperan aktif dalam melaksanakan sendiri kewajiban perpajakannya.
Apabila rakyat mengerti tentang manfaat dan fungsi pajak dalam masyarakat, maka rakyat akan menjadi sadar akan pajak (Tax Conciousness) dan jika rakyat sadar akan hak dan kewajibannya sebagai Wajib Pajak, maka rakyat akan menjadi suka membayar pajak (Tax Minded) serta akan bertindak jujur dalam bidang perpajakan. Dari suka membayar pajak (Tax Minded) akan timbul disiplin pajak (Tax Discipline) dimana Wajib Pajak selalu memenuhi kewajiban-kewajiban pajaknya tepat pada waktunya. Tetapi pada kenyataannya tidak sedikit masyarakat yang masih melakukan kecurangan-kecurangan dan melalaikan kewajibannya dalam melakukan pembayaran pajak yang telah ditetapkan sehingga menyebabkan timbulnya hutang pajak. Hal tersebut dapat dilihat dari masih banyaknya ketetapan pajak yang diterbitkan oleh petugas perpajakan terutama berupa Surat Tagihan Pajak (STP) dan Surat Ketetapan Pajak (SKP). STP merupakan surat untuk melakukan tagihan pajak dan sanksi administrasi berupa bunga atau denda. Dan SKP lebih berfungsi sebagai instrument pengawasan terhadap Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Adapun jumlah perkembangan tunggakan pajak yang terjadi di Indonesia sebagai berikut :
Tabel 1.1

Perkembangan Tunggakan Wajib Pajak

 Di Indonesia Tahun 2003-2007

	Tahun Anggaran
	Tunggakan Awal
	Penambahan
	Jumlah Tunggakan
	Pencairan Tunggakan
	Tunggakan Akhir

	2003
	13.358.845
	12.166.834
	25.525.679
	8.220.430
	17.305.249

	2004
	17.305.249
	13.928.158
	31.233.407
	12.651.759
	18.581.648

	2005
	18.581.648
	11.852.334
	30.433.982
	10.775.215
	19.658.767

	2006
	19.658.767
	21.862.337
	41.521.104
	15.626.189
	25.894.915

	2007
	25.894.915
	20.302.969
	46.197.884
	19.621.830
	26.576.054


Sumber : Direktorat Jenderal Pajak 2008
Dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak, pemerintah membuat satu kebijakan yang diharapkan dapat meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembiayaan pembangunan berupa Reformasi Sistem Perpajakan (Tax Reform) yang mempunyai arti sebagai berikut :

1. Sistem perpajakan yang mudah dimengerti oleh semua orang

2. Sistem perpajakan berdasarkan sistem keadilan dan kewajaran

3. Sistem pajak yang memberikan kepastian hukum terhadap Wajib Pajak

Tujuan dari reformasi sistem perpajakan adalah menegakkan kemandirian masyarakat dalam membiayai pembangunan nasional dengan jalan lebih mengerahkan segenap potensi dan kemampuan dalam negeri, khususnya dengan cara meningkatkan pendapatan melalui perpajakan dan sumber-sumber di luar minyak dan gas bumi. 

Dengan diterbitkannya Surat Tagihan Pajak (STP) dan Surat Ketetapan Pajak (SKP) tersebut, diharapkan Wajib Pajak yang kurang atau tidak memenuhi kewajiban perpajakan dapat melunasi hutang pajaknya dengan segera sebelum jatuh tempo. Dalam kenyataannya tunggakan pajak atau hutang pajak yang tidak tertagih terus meningkat dari tahun ke tahun. Untuk itu dibutuhkan tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa. Adapun jumlah Tunggakan yang terdapat pada KPP Di Lingkungan Kota Bandung sebagai berikut:
Tabel 1.2
Perkembangan Tunggakan Wajib Pajak

Pada KPP Di Lingkungan Kota Bandung 
Tahun 2006-2007
	Nama KPP
	Tahun Anggaran
	Jumlah Tunggakan
	Kenaikan

	KPP Pratama Bandung Cibeunying
	2006
	60.810.697.000
	1.210.072.000

(1,99%)

	
	2007
	62.020.769.000
	

	KPP Pratama Bandung Bojonagara
	2006
	55.692.975.000
	1.360.882.000

(2,44%)

	
	2007
	57.053.857.000
	

	KPP Pratama Bandung Cicadas
	2006
	20.506.024.000
	2.331.077.000
(11,37%)

	
	2007
	22.837.101.000
	

	KPP Pratama Bandung Tegalega
	2006
	33.358.845.000
	935.832.000

(2,81%)

	
	2007
	34.294.677.000
	

	KPP Pratama Bandung Karees
	2006
	120.196.352.000
	4.740.802.000
(3,94%)

	
	2007
	124.937.154.000
	


Sumber : KPP di Lingkungan Kota Bandung 2008
Dari table di atas memperlihatkan adanya fenomena peningkatan jumlah tunggakan yang terjadi pada tahun 2006 sampai 2007 pada Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kota Bandung. Dimana rata-rata kenaikan tunggakan yang terjadi yaitu ± 2,462% per tahun. Ini menandakan bahwa perlu dilakukan penagihan pajak oleh Fiskus, yang dimana dengan dilakukannya penagihan pajak tersebut dapat mengatasi masalah peningkatan tunggakan pajak yang terjadi.
Pernyataan ini sesuai dengan Jurnal Penelitian yang ditulis oleh Yanny Chrisanti, 2005 mengenai Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Rungkut yang menyatakan bahwa Jumlah Surat Paksa yang diterbitkan saat melakukan Penagihan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Pencairan Tunggakan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Rungkut.
Tindakan penagihan pajak yang memiliki kekuatan hukum seperti yang dinyatakan pada Undang-Undang No. 17 tahun 1984 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 17 tahun 2000 tentang penagihan pajak Negara dengan surat paksa dimaksudkan agar dapat sepenuhnya mendukung pelaksanaan Undang-Undang perpajakan yang berlaku sehubungan dengan adanya perkembangan sistem hukum nasional dan kehidupan masyarakat yang dinamis. Undang-Undang penagihan pajak ini mampu memberi kepastian hukum dan keadilan serta dapat mendorong peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Untuk itu peran aktif Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dalam melaksanakan penagihan pajak sangat diperlukan agar dapat mengurangi tunggakan pajak yang terjadi. Dengan demikian diharapkan penerimaan Negara dari sektor pajak dapat lebih optimal.
Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul :

“PERANAN PENAGIHAN PAJAK DALAM MENGATASI PENINGKATAN TUNGGAKAN PAJAK PADA KPP DI LINGKUNGAN KOTA BANDUNG”
1.2 Identifikasi  Masalah

Sesuai dengan latar belakang penelitian yang dikemukakan di atas, maka penulis mencoba mengidentifikasi masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan Penagihan Pajak pada KPP di Lingkungan Kota Bandung.
2. Bagaimana Tunggakan Pajak pada KPP di Lingkungan Kota Bandung pada periode 2006-2007.
3. Bagaimana peranan penagihan pajak dalam mengatasi peningkatan tunggakan pajak pada KPP di Lingkungan Kota Bandung.
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data dan informasi mengenai peranan penagihan pajak dalam mengatasi peningkatan tunggakan pajak.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Penagihan Pajak pada KPP di Lingkungan Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui Tunggakan Pajak pada KPP di Lingkungan Kota Bandung periode 2006-2007.
3. Untuk mengetahui peranan penagihan pajak dalam mengatasi peningkatan tunggakan pajak pada KPP di Lingkungan Kota Bandung.
1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :
1. Bagi peneliti

Merupakan salah satu proses sarana pembelajaran dalam menerapkan ilmu yang penulis dapatkan selama masa perkuliahan dan sebagai tambahan ilmu pengetahuan mengenai tindakan penagihan pajak. Selain itu dengan adanya penelitian ini dapat mengetahui sejauh mana teori ini diterapkan dalam kenyataan.
2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
Dapat dipergunakan sebagai bahan masukan, bahan pertimbangan serta evaluasi dalam melakukan tindakan penagihan terhadap wajib pajak.

3. Bagi Pihak Lain

Sebagai referensi dan tambahan informasi atau masukan bagi phak lain yang ingin mengembangkan ilmu perpajakan khususnya bidang Akuntansi perpajakan, dan yang akan meneliti kembali mengenai tindakan penagihan pajak
1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kota Bandung, yang terdiri dari 5 KPP yaitu KPP Cibeunying, KPP Bojonagara, KPP Cicadas, KPP Tegalega dan KPP Karees. Penelitian ini dimulai pada bulan September 2008 sampai dengan bulan Januari 2009.
Tabel 1.3
 Waktu Penelitian

	Tahap
	Prosedur
	Bulan :

	
	
	Sep’08
	Okt’08
	Nov’08
	Des’08
	Jan’09

	I
	Tahap Persiapan :
	
	
	
	
	

	
	1. Membuat outline dan proposal skripsi
	
	
	
	
	

	
	2. Mengambil formulir penyusunan skripsi
	
	
	
	
	

	
	3. Menentukan tempat penelitian


	
	
	
	
	

	II
	Tahap Pelaksanaan :

	
	
	
	
	

	
	1. Mengajukan outline dan proposal skripsi
	
	
	
	
	

	
	2. Meminta surat pengantar ke perusahaan
	
	
	
	
	

	
	3. Penelitian di perusahaan
	
	
	
	
	

	
	4. Penyusunan skripsi
	
	
	
	
	

	III
	Tahap Pelaporan :
	
	
	
	
	

	
	1. Menyiapkan draft skripsi
	
	
	
	
	

	
	2. Sidang akhir skripsi


	
	
	
	
	

	
	3. Penyempurnaan laporan skripsi
	
	
	
	
	

	
	4. Penggandaan skripsi


	
	
	
	
	


PAGE  

